Menimbang

Mengingat

KEPUTUSAN BUPATI BANYUASIN
NOMOR : 22 /KPTS/VII/2019
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN TIM PELAKSANA
REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN BANYUASIN

BUPATI BANYUASIN,

. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola

pemerintahan yang baik, perlu dilaksanakan reformasi
birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin;

. bahwa dalam rangka akselerasi pencapaian Grand Design

Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Road Map Reformasi
Birokrasi 2018-2023 serta implementasi pelaksanaan
reformasi birokrasi agar sesuai target dan sasaran,
dibentuk Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi
Birokrasi;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim
Pelaksana Reformasi Birokrasi Kabupaten Banyuasin;

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dan Bersih Dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3581);

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang

Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4181);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan. . .



Menetapkan
KESATU

KEDUA
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

S. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010- 2025;

6. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi
Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun
2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi
Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1220);

8. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Banyuasin Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Banyuasin = Tahun 2016 Nomor 063) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin
Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Banyuasin Tahun 2018 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Membentuk Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi
Birokrasi Kabupaten Banyuasin dengan susunan
keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati
ini,

Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi
Kabupaten Banyuasin sebagaimana dimaksud Diktum
KESATU, memiliki tugas sebagaimana tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan Bupati ini.

KETIGA. . .



KETIGA :  Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati

Banyuasin Nomor 726 /KPTS/VII/ 2017 tentang
Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Kabupaten Banyuasin,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT *  Keputusan Bupati Banyuasin ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
2019

Tembusan Kepada Yth:

3:

Deputi Bidang Program dan Reformasi
Birokrasi Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
selaku Ketua Unit Pengelola Reformasi
Birokrasi Nasional di Jakarta;

Gubernur Sumatera Selatan di
Palembang;

Inspektur Daerah Kabupaten Banyuasin
di Pangkalan Balai



A.

B.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI BANYUASIN

NOMOR ! /KTPS/VII/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN TIM
PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI
KABUPATEN BANYUASIN

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENGARAH DAN TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI
KABUPATEN BANYUASIN

TIM PENGARAH REFORMASI BIROKRASI

Pengarah 1
Pengarah 11
Ketua
Sekretaris

¢ Bupati Banyuasin.

: Wakil Bupati Banyuasin.

: Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuasin.

: Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah

Kabupaten Banyuasin.

TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI

Ketua
Wakil Ketua

Sekretaris

: Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuasin.
: Asisten Admininistrasi Umum Sekretariat Daerah

Kabupaten Banyuasin.

: Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah

Kabupaten Banyuasin.

1. Bidang Manajemen Perubahan dan Sumber Daya Manusia

Penanggung Jawab
Koordinator

Sekretaris

Pelaksana

: Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyuasin.

: Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyuasin.

: Kepala Sub bagian Perencanaan Program dan

Pelaporan pada Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Banyuasin.

1. Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi pada
Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Banyuasin;

2. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian,
Informasi dan Penghargaan Aparatur pada Badan
Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Banyuasin;

3. Kepala Bidang Mutasi dan Promosi pada Badan
Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Banyuasin;

4. Kepala Sub bagian Kelembagaan pada Bagian

Organisasi Sekretariat Daerah ' Kabupaten

Banyuasin. 2. Bidang. . .



2. Bidang Pengawasan

Penanggung Jawab
Koordinator

Sekretaris

Pelaksana

Penanggung Jawab
Koordinator

Sekretaris

Pelaksana

: Inspektur Daerah Kabupaten Banyuasin.

Sekretaris Inspektorat Daerah  Kabupaten
Banyuasin

: Kepala Sub bagian Perencanaan Program dan

Pelaporan pada Inspektorat Daerah Kabupaten

Banyuasin.

1. Inspektur Pembantu I pada Inspektorat Daerah
Kabupaten Banyuasin;

2. Inspektur Pembantu II pada Inspektorat Daerah
Kabupaten Banyuasin;

3. Inspektur Pembantu III pada Inspektorat Daerah
Kabupaten Banyuasin;

4. Inspektur Pembantu IV pada Inspektorat Daerah
Kabupaten Banyuasin; dan

S. Seluruh Pengawas Penyelenggara Urusan
Pemerintah  Daerah  (P2UPD) Inspektur
Pembantu pada Inspektorat Daerah Kabupaten
Banyuasin.

6. Kasubbid Fasilitasi Profesi ASN, Disiplin dan
Penghargaan BKPSDM

7. Kasubbag Umum, Kepegawaian dan
Perencanaan Program pada Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Banyuasin.

Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan |
: Asisten Pemerintahan dan Sosial Setda Kabupaten

Banyuasin.

: Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah

Kabupaten Banyuasin.

: Kepala Sub Bagian Tatalaksana dan Pelayanan

Publik pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
Kabupaten Banyuasin.

1. Kepala Bidang Mutasi dan Promosi pada Badan
Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Banyuasin

2. Kepala Sub bagian kelembagaan pada Bagian
Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten
Banyuasin.

3. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Arsip
Daerah Kabupaten Banyuasin.

4. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Banyuasin.

S. Kepala Bidang E-goverment pada Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Banyuasin.

4. Bidang. . .
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4. Bidang Akuntabilitas dan Pelayanan Publik

Penanggung Jawab

Koordinator

Sekretaris

Pelaksana

: Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten

Banyuasin.

: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,

Penelitian dan Pengembangan  Kabupaten
Banyuasin.

: Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Banyuasin.

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah, Penelitian dan  Pengembangan
Kabupaten Banyuasin

Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Banyuasin.
Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten
Banyuasin;

Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten
Banyuasin,;

Kepala Bidang Analisis Data Pembangunan,
Perencanaan Program, Pengendalian, Evaluasi
dan Pelaporan pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Peneliian dan
Pengembangan Kabupaten Banyuasin;

Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan
Umum Setda Kabupaten Banyuasin,

Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
Setda Kabupaten Banyuasin;

Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa pada
Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin;
Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten
Banyuasin;

Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan,
pada Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Banyuasin;

Kepala Bidang Akuntansi dan pelaporan pada
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Banyuasin;

Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Banyuasin.

Kepala Bidang Anggaran pada Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Banyuasin.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil;

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
Banyuasin;

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;

19. Kepala. . . .



-4-

19.Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

20.Kepala Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak;

21. Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan
Pelaporan pada Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Banyuasin.

22.Kepala Sub Bagian Peningkatan Kinerja Bagian
Organisasi Setda Kab. Banyuasin.

23. Kepala Sub Bagian Tatalaksana dan Pelayanan
Publik.

24. Kepala Sub Bagian Kelembagaan.

25. Camat Banyuasin I;

26. Camat Banyuasin II;

27.Camat Banyuasin III;

28. Camat Betung;

29. Camat Suak Tapeh;

30. Camat Sembawa;

31. Camat Pulau Rimau;

32. Camat Rantau Bayur;

33. Camat Rambutan;

34. Camat Talang Kelapa;

35. Camat Tungkal Ilir;

36. Camat Tanjung Lago;

37. Camat Muara Telang;

38. Camat Muara Padang;

39. Camat Muara Sugihan;

40. Camat Makarti Jaya;

41. Camat Air Salek;

42. Camat Air Kumbang;

43. Camat Sumber Marga Telang;

44. Camat Karang Agung llir;

45. Camat Selat Penuguan;

46.Kepala Bidang Insfrastruktur Teknologi
Informasi Komunikasi Persandian dan
Keamanan Informasi pada Dinas Komunikasi
dan Informatika Kabupaten Banyuasin;

47.Kepala Bidang Pelayanan Pengaduan,
Pengembangan Sumber Daya Manusia,
Teknologi Informasi dan Pelaporan pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Banyuasin;

48.Kepala Bidang Pengelolaan Arsip pada Dinas
Perpustakaan dan  Kearsipan Daerah
Kabupaten Banyuasin. .

49.Kepala Bidang Pengelolaan Layanan dan
Pelestarian Perpustakaan Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan Daerah Kabupaten Banyuasin.

50.Direktur Rumah Sakit Umum Daerah

Kabupaten B asin
— anyuas 5. Bidang. . .



5. Bidang Perundang-undangan

Penanggung Jawab
Koordinator

Sekretaris

Pelaksana

Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia
pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin.

Kepala Sub bagian Produk Hukum Daerah Bagian
Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Sekretariat
Daerah Kabupaten Banyuasin.

1.

Kepala Sub Bagian Tata Hukum Bagian
Hukum dan Hak Asasi Manusia pada
Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin.
Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan
Informasi Hukum Bagian Hukum dan Hak
Asasi Manusia pada Sekretariat Daerah
Kabupaten Banyuasin.

Kepala Bagian Perundang-Undangan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Banyuasin.

Staf Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia
pada  Sekretariat Daerah  Kabupaten
Banyuasin.




M,LAMPIRAN @I
KEPUTUSAN BUPATI BANYUASIN
NOMOR 2*{ /KPTS/VII/2019
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN TIM PELAKSANA
REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN BANYUASIN

TUGAS TIM PENGARAH DAN TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN BANYUASIN

A. TIM PENGARAH REFORMASI BIROKRASI

Kedudukan dalam Tim

Jabatan

Tugas

Pengarah 1

Bupati Banyuasin

1. menetapkan Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi
Bupati Banyuasin;

2. memberikan instruksi dan arahan pelaksanaan

Reformasi Birokrasi di Kabupaten Banyuasin; dan

3. melaporkan kepada Kementerian dan Gubernur terkait

kemajuan Reformasi Birokrasi di Kabupaten
Banyuasin.

Pengarah II

Wakil Bupati Banyuasin

1. memberikan instruksi dan arahan pelaksanaan

Reformasi Birokrasi di Kabupaten Banyuasin.

2. menandatangani administrasi pelaksanaan Reformasi

Birokrasi di Kabupaten Banyuasin; dan

3. melaporkan kepada Pengarah I terhadap capaian

proses, keberhasilan, maupun kendala dalam
pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten
Banyuasin.




Kedudukan dalam Tim

Jabatan

Tugas

Ketua

Sekretaris Daerah
Kabupaten Banyuasin

. memberikan instruksi dan arahan penyusunan dan

pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten
Banyuasin;

. menandatangani administrasi pelaksanaan Reformasi

Birokrasi di Kabupaten Banyuasin;

. menetapkan Dokumen Penilaian Mandiri Pelaksanaan

Reformasi Birokrasi (PMPRB) Kabupaten Banyuasin;

. mengalokasikan anggaran pelaksanaan 8 (delapan) area

perubahan Reformasi Birokrasi di Kabupaten
Banyuasin,

. melaporkan dan bertanggung jawab kepada Pengarah I

dan Pengarah II terhadap capaian proses,
keberhasilan, maupun kendala dalam pelaksanaan
Reformasi Birokrasi di Kabupaten Banyuasin.

Wakil Ketua

Asisten Pemerintahan dan Sosial
Kabupaten Banyuasin

. mengoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di

Kabupaten Banyuasin;

. bertanggungjawab untuk mengoordinasikan

perencanaan pada 8 (delapan) area perubahan
Reformasi Birokrasi di Kabupaten Banyuasin serta
melaporkan kepada Pengarah dan Ketua;

. membantu Ketua dalam menjalankan tugasnya dalam

perencanaan, pelaksanaan dan Penilaian Mandiri
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di
Kabupaten Banyuasin;
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Kedudukan dalam Tim

Jabatan

Tugas

. mengoordinasikan dan  memverifikasi laporan

pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebelum ditetapkan
oleh Penanggungjawab; dan

. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

Penanggungjawab dalam perencanaan, pelaksanaan
dan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
(PMPRB) di Kabupaten Banyuasin.

Sekretaris

Kepala Sub bagian Perencanaan

Program Badan Kepegawaian, dan

Pengembangan Sumber Daya

Manusia

membantu Penanggung jawab dan Koordinator dalam
menjalankan tugasnya dalam perencanaan,
pelaksanaan dan Penilaian Mandiri Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Kabupaten Banyuasin ;

. menghadiri pembahasan perencanaan, pelaksanaan

dan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
(PMPRB) di Kabupaten Banyuasin;

. memfasilitasi tugas kesekretariatan pada perencanaan,

penyusunan dan evaluasi capaian reformasi birokrasi
bidang Manajemen Perubahan dan Sumber Daya
Manusia di Kabupaten Banyuasin;

. memfasilitasi penyusunan anggaran  Kegiatan

Reformasi Birokrasi pada bidang Manajemen
Perubahan dan Sumber Daya Manusia tingkat
Kabupaten Banyuasin;

. menghimpun laporan dari anggota tim bidang

Manajemen Perubahan dan Sumber Daya Manusia;




Kedudukan dalam Tim

Jabatan

Tugas

. menyusun jadwal rapat rutin evaluasi pelaksanaan

Reformasi Birokrasi bidang Manajemen Perubahan dan
Sumber Daya Manusia; dan

. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

Penanggung jawab dan  koordinator dalam
perencanaan, pelaksanaan dan Penilaian Mandiri
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di
Kabupaten Banyuasin.

Pelaksana

1. Kepala Bidang Pengembangan

Kompetensi pada Badan
Kepegawaian, dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia

Kepala Bidang Pengadaan,
Pemberhentian, Informasi dan
Penghargaan Aparatur pada
Badan Kepegawaian, dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia

Kepala Sub bagian
Kelembagaan Bagian
Organisasi pada Sekretariat
Daerah Kabupaten Banyuasin

. merencanakan, menyusun dan melaksanakan rencana

aksi perubahan pada bidang Manajemen Perubahan
dan Sumber Daya Manusia;

. melaporkan secara berkala capaian bidang Manajemen

Perubahan dan Sumber Daya Manusia kepada
Penanggungjawab dan Koordinator;

. merumuskan strategi percepatan implementasi agenda

Reformasi  Birokrasi pada bidang Manajemen
Perubahan dan Sumber Daya Manusia;

. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait

implementasi agenda Reformasi Birokrasi pada bidang
Manajemen Perubahan dan Sumber Daya Manusia;

. menghadiri pembahasan perencanaan, pelaksanaan

dan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
(PMPRB) di Kabupaten Banyuasin; dan




Kedudukan dalam Tim

Jabatan

Tugas

. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

Penanggung jawab dan  koordinator dalam
perencanaan, pelaksanaan dan Penilaian Mandiri
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di
Kabupaten Banyuasin.

2. Bidang Pengawasan

Penanggung Jawab

Inspektur Daerah  Kabupaten

Banyuasin

. Bertanggung jawab untuk  mengoordinasikan

perencanaan pada bidang Pengawasan serta
melaporkan kepada Tim Pengarah;

. melaksanakan tugas ketua sebagai evaluator Penilaian

Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di
Kabupaten Banyuasin;

membantu tim pengarah dalam monitoring dan evaluasi
pelaksanaan perubahan pada bidang pengawasan;
menghadiri pembahasan perencanaan, pelaksanaan
dan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
(PMPRB) di Kabupaten Banyuasin; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Tim
Pengarah dalam perencanaan, pelaksanaan dan
Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
(PMPRB) di Kabupaten Banyuasin.

Koordinator

Sekretaris  Inspektorat
Kabupaten Banyuasin

Daerah

. mengoordinasikan perencanaan pada bidang

Pengawasan serta melaporkan kepada Penanggung
jawab; :




Kedudukan dalam Tim

Jabatan

Tugas

. membantu penanggung jawab dalam monitoring dan

. menghadiri pembahasan perencanaan, pelaksanaan

. mengoordinasikan dan  memverifikasi laporan

. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

evaluasi pelaksanaan perubahan pada bidang
Pengawasan;

dan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
(PMPRB) di Kabupaten Banyuasin;

pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebelum ditetapkan
oleh Penanggung jawab; dan

Penanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan
dan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi di
Kabupaten Banyuasin.

Sekretaris

Kepala Sub bagian Perencanaan
Program Inspektorat Daerah
Kabupaten Banyuasin

. membantu Koordinator dalam menjalankan tugasnya

. menghimpun data pendukung capaian Reformasi

. memastikan perencanaan dan penganggaran pada

. menghadiri pembahasan perencanaan, pelaksanaan

dalam perencanaan, pelaksanaan dan Penilaian Mandiri
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di
Kabupaten Banyuasin;

Birokrasi pada bidang Pengawasan;

setiap tahun anggaran dalam mendukung pelaksanaan
perubahan bidang Pengawasan;

dan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
(PMPRB) di Kabupaten Banyuasin;




Kedudukan dalam Tim

Jabatan

Tugas

. memfasilitasi tugas kesekretariatan pada perencanaan,

penyusunan dan evaluasi capaian reformasi birokrasi di
Kabupaten Banyuasin;

. memfasilitasi penyusunan anggaran kegiatan Reformasi

Birokrasi pada bidang Pengawasan tingkat Kabupaten
Banyuasin;

. menghimpun laporan dari anggota tim bidang

pengawasan;
menyusun jadwal rapat rutin evaluasi pelaksanaan
Reformasi Birokrasi bidang pengawasan; dan

. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua

dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian
mandiri Reformasi Birokrasi di Kabupaten Banyuasin.

Pelaksana

Inspektur Pembantu I pada
Inspektorat Daerah Kabupaten
Banyuasin;

Inspektur Pembantu II pada
Inspektorat Daerah Kabupaten
Banyuasin;

Inspektur Pembantu III pada
Inspektorat Daerah Kabupaten
Banyuasin;

Kasub bag Fasilitasi Profesi
ASN, Disiplin dan Penghargaan
pada BKPSDM;

Kasub bag Umum,
Kepegawaian dan Perencanaan
Program pada BKPSDM.

. mercncanakan, menyusun dan melaksanakan rencana

aksi perubahan pada bidang pengawasan;

. melaporkan secara berkala capaian bidang

pengawasan kepada Penanggungjawab dan

koordinator;

. merumuskan strategi percepatan implementasi agenda

Reformasi Birokrasi pada bidang pengawasan;

. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait

implementasi agenda Reformasi Birokrasi pada bidang
pengawasan;

. menjadi tim evaluator Penilaian Mandiri pelaksanaan

Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Kabupaten Banyuasin;
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Kedudukan dalam Tim

Jabatan

Tugas

Inspektur Pembantu IV pada
Inspektorat Daerah Kabupaten

Banyuasin;
Seluruh Pengawas
Penyelenggara Urusan

Pemerintah Daerah (P2UFD)
Inspektur Pembantu pada
Inspektorat Daerah Kabupaten
Banyuasin;

. melaksanakan fungsi pengawasan capaian Reformasi

Birokrasi pada semua bidang perubahan di Kabupaten
Banyuasin;

menghadiri pembahasan perencanaan, pelaksanaan
dan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
(PMPRB)} di Kabupaten Banyuasin; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
Penanggungjawab dan koordinator dalam perencanaan,
pelaksanaan dan penilaian mandiri Reformasi Birokrasi
di Kabupaten Banyuasin.

3. Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

Kedudukan dalam Tim

Jabatan

Tugas

Penanggung Jawab

Asisten Pemerintahan dan Sosial
Kabupaten Banyuasin

bertanggungjawab untuk mengoordinasikan
perencanaan pada bidang Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan serta melaporkan kepada Tim

Pengarah;

. memberikan arahan pada pembahasan penguatan

kelembagaan, tugas dan fungsi serta peningkatan
manajemen ketatalaksanaan pada perangkat daerah;
membantu tim pengarah dalam monitoring dan evaluasi
pelaksanaan perubahan pada bidang Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan;




Kedudukan dalam Tim

Jabatan

Tugas

menghadiri pembahasan perencanaan, pelaksanaan
dan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
(PMPRB) di Kabupaten Banyuasin;

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Tim
Pengarah dalam perencanaan, pelaksanaan dan
Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
(PMPRB) di Kabupaten Banyuasin.

Koordinator

Kepala Bagian Organisasi
Sekretariat Daerah Kabupaten
Banyuasin

. mengoordinasikan perencanaan  pada bidang

Kelembagaan dan Ketatalaksanaan serta melaporkan
kepada Penanggungjawab;

. membantu penanggungjawab dalam monitoring dan

evaluasi pelaksanaan perubahan pada bidang
Kelembagaan dan Ketatalaksanaan;

. menghadiri pembahasan perencanaan, pelaksé.naan

dan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
(PMPRB) di Kabupaten Banyuasin;

. mengoordinasikan dan memverifikasi laporan

pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebelum ditetapkan
oleh Penanggungjawab;dan

. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

Penanggungjawab dalam perencanaan, pelaksanaan
dan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
(PMPRB) di Kabupaten Banyuasin.
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Kedudukan dalam Tim

Jabatan

Tugas

Sekretaris

Kepala Sub bagian Tatalaksana dan
Pelayanan Publik Bagian Organisasi
pada Sekretariat Dacrah Kabupaten
Banyuasin

1. membantu Koordinator dalam menjalankan tugasnya

dalam perencanaan, pelaksanaan dan Penilaian Mandiri
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Kabupaten
Banyuasin;

.menghimpun data pendukung capaian Reformasi

Birokrasi pada bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan;

. memastikan perencanaan dan penganggaran pada setiap

tahun anggaran dalam mendukung pelaksanaan
perubahan bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan;

. menghadiri pembahasan perencanaan, pelaksanaan dan

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
(PMPRB) di Kabupaten Banyuasin;

. memfasilitasi tugas kesekretariatan pada perencanaan,

penyusunan dan evaluasi capaian Reformasi Birokrasi di
Kabupaten Banyuasin;

. memfasilitasi penyusunan anggaran Kegiatan Reformasi
- Birokrasi pada bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

tingkat Kabupaten Banyuasin;

. menghimpun laporan dari anggota tim Kelembagaan dan

Ketatalaksanaan;

.menyusun jadwal rapat rutin evaluasi pelaksanaan

Reformasi  Birokrasi bidang Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan; dan

. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua dalam

perencanaan, pelaksanaan dan Penilaian Mandiri
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Kabupaten
Banyuasin
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Kedudukan dalam Tim

Jabatan

Tugas

Pelaksana

Kepala Bidang Mutasi dan

Promosi pada Badan

Kepegawaian, dan

Pengembangan Sumber Daya

Manusia.

Kepala Sub bagian

Kelembagaan Bagian
Organisasi pada Sekretariat
Daerah Kabupaten
Banyuasin.

Sekretaris Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan
Daerah Kabupaten
Banyuasin.

Sekretaris Dinas
Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Banyuasin.

Kepala Bidang E-goverment
pada Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabupaten

. merencanakan, menyusun dan melaksanakan

. melaporkan secara berkala capaian bidang

. merumuskan strategi percepatan implementasi agenda

. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait

. menghadiri pembahasan perencanaan, pelaksanaan

. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

Banyuasin.

rencana aksi perubahan pada bidang Kelembagaan
dan Ketatalaksanaan;

Kelembagaan dan  Ketatalaksanaan kepada
Penanggungjawab dan koordinator;

Reformasi Birokrasi pada bidang Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan;

implementasi agenda Reformasi Birokrasi pada bidang
Kelembagaan dan Ketatalaksanaan,

dan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
(PMPRB) di Kabupaten Banyuasin; dan

Penanggungjawab dan koordinator dalam perencanaan,
pelaksanaan dan Penilaian Mandiri Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Kabupaten Banyuasin.
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4. Bidang Akuntabilitas dan Pelayanan Publik

Kedudukan dalam Tim

Jabatan

Tugas

Penanggung Jawab

Asisten Administrasi Umum Setda
Kabupaten Banyuasin

. bertanggung jawab untuk  mengoordinasikan

perencanaan pada bidang Akuntabilitas perencanaan
dan pengelolaan anggaran serta aset daerah, pelayanan
publik serta melaporkan kepada Tim Pengarah;
membantu tim pengarah dalam monitoring dan evaluasi
pelaksanaan perubahan pada bidang Akuntabilitas
perencanaan dan pengelolaan anggaran serta aset
daerah dan pelayanan publik;

menghadiri pembahasan perencanaan, pelaksanaan
dan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
(PMPRB) di Kabupaten Banyuasin;dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Tim
Pengarah dalam perencanaan, pelaksanaan dan
Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
(PMPRB) di Kabupaten Banyuasin.

Koordinator

Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Penelitian
dan Pengembangan Kabupaten
Banyuasin

. mengoordinasikan perencanaan pada bidang

akuntabilitas perencanaan, pengelolaan anggaran dan
aset daerah, pelayanan publik serta melaporkan kepada
Penanggungjawab;

. membantu penanggungjawab dalam monitoring dan

evaluasi pelaksanaan perubahan pada bidang
akuntabilitas perencanaan, keuangan dan aset daerah
serta pelayanan publik;




Kedudukan dalam Tim

Jabatan

Tugas

mengoordinasikan perencanaan pada bidang
akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah
serta melaporkan kepada Penanggungjawab;

membantu penanggung jawab dalam monitoring dan
evaluasi pelaksanaan perubahan pada bidang
akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah;
menghadiri pembahasan perencanaan, pelaksanaan dan
Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
(PMPRB) di Kabupaten Banyuasin;

6. mengoordinasikan dan meverifikasi laporan pelaksanaan

~

Reformasi Birokrasi sebelum ditetapkan oleh
Penanggung jawab;dan

. mengoordinasikan dan  memverifikasi laporan

pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebelum ditetapkan
oleh Penanggungjawab;dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
Penanggungjawab dalam perencanaan, pelaksanaan
dan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
(PMPRB]) di Kabupaten Banyuasin.

Sekretaris

Kepala Badan Pengelola Keuangan

dan Aset
Banyuasin

Daerah Kabupaten

membantu Koordinator dalam menjalankan tugasnya
dalam perencanaan, pelaksanaan dan Penilaian Mandiri
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di bidang
akuntabilitas dan pelayanan publik Kabupaten
Banyuasin;

menghimpun data pendukung capaian Reformasi
Birokrasi pada bidang akuntabilitas perencanaan,
keuangan dan pelayanan publik;
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10.

memastikan perencanaan dan penganggaran pada
setiap tahun anggaran dalam mendukung pelaksanaan
perubahan bidang akuntabilitas perencanaan;
memfasilitasi tugas kesekretariatan pada perencanaan,
penyusunan dan evaluasi capaian Reformasi Birokrasi
di Kabupaten Banyuasin;

menghimpun data pendukung pencapaian Reformasi
Birokrasi pada bidang akuntabilitas pengelolaan
keuangan dan aset daerah;

memastikan perencanaan dan penganggaran pada
setiap tahun anggaran dalam mendukung pelaksanaan
perubahan bidang akuntabilitas pengelolaan keuangan
dan aset daerah;

menghadiri pembahasan perencanaan, pelaksanaan dan
Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
(PMPRB) di Kabupaten Banyuasin;

memfasilitasi penyusunan anggaran Kegiatan Reformasi
Birokrasi pada bidang akuntabilitas perencanaan
tingkat Kabupaten Banyuasin;

menghimpun laporan dari anggota tim bidang
akuntabilitas perencanaan, keuangan dan pelayanan
publik;

menyusun jadwal rapat rutin evaluasi pelaksanaan
Reformasi Birokrasi bidang akuntabilitas perencanaan,
keuangan dan pelayanan publik; dan
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Kedudukan dalam Tim Jabatan Tugas
1. Sekretaris Badan Perencanaan
Pelaksana Pembangunan Daerah, | 1- merencanakan, menyusun dan melaksanakan rencana

Penelitian dan Pengembangan aksi perubahan pada bidang Akuntabilitas
Kabupaten Banyuasin. perencanaan, keungan dan pelayanan publik;

2. Sekretaris Badan Pengelola | 2, mendampingi dan mengeasistensi dokumen
g;‘;i’;iat;ln Biann yua‘:zt Daerah perencanaan perangkat daerah;

3. Sekretaris Inspektorat Daerah | > memberikan arahan dan mensinkronkan dokumen
Kabupaten Banyuasin. perencanaan perangkat daerah dengan dokumen

4. Kepala Bagian Organisasi. perencanaan Pemerintah Kabupaten Banyuasin;

5. Kepala Bidang Analisis Data |4- melaporkan secara berkala pencapaian bidang
Pembangunan, Perencanaan Akuntabilitas perencanaan kepada Penanggung jawab
Program, Evaluasi dan{ dan koordinator;
Pelaporan Bappeda-Litbang | 5 merumuskan strategi percepatan implementasi agenda

6. Ié:::lzateréf;:iuaini inistrasi Reformasi Birokrasi pada bidang Akuntabilitas
Pemerintahan Umum:; perencanaan, keuangan dan pelayanan publik;

7. Kepala Bagian Administrasi| 6. mengoordinasikan perencanaan pada bidang Pelaporan
Pembangunan. Kinerja dan Pelayanan Publik serta melaporkan kepada

o el oo Pengdan | pnangging »

9. Kepala Bagian Umum - membantu penanggung jawab dalam monitoring dan

10.Kepala Bidang Penelitian dan

Pengembangan, Bappeda-
Litbang Kabupaten Banyuasin

evaluasi pelaksanaan perubahan pada bidang Pelayanan
Publik;
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Kedudukan dalam Tim

Jabatan

Tugas

Pelaksana

11. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan
Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Banyuasin.

12. Kepala Bidang Aset Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Banyuasin.

13. Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Banyuasin.

14. Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu  Pintu
Kabupaten Banyuasin.
15. Kepala Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin.

16. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
Banyuasin;

17. Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Banyuasin.

18. Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Banyuasin.

19. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Banyuasin.

20. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Banyuasin.

21. Kepala Sub bag Perencanaan Program
dan Pelaporan pada Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Banyuasin.

1.

berkoordinasi dengan Perangkat Daerah
terkait implementasi agenda Reformasi

Birokrasi pada bidang Alkuntabilitas
perencanaan, keuangan dan pelayanan
publik;

menghadiri pembahasan perencanaan,
pelaksanaan dan  Penilaian Mandiri
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di
Kabupaten Banyuasin ;

melaksanakan tugas lain yang diberikan
oleh Penanggungjawab dan koordinator
dalam perencanasn, pelaksanaan dan
Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi (PMPRB) di Kabupaten
Banyuasin.

merencanakan, menyusun dan
melaksanakan rencana aksi perubahan
pada bidang pelayanan publik;

melaporkan secara berkala pencapaian
bidang pelayanan publik kepada
Penanggung jawab dan koordinator;

merumuskan strategi percepatan
implementasi agenda Reformasi Birokrasi
pada bidang pelayanan publik;
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Kedudukan dalam Tim

Jabatan

Tugas

Pelaksana

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan
Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Banyuasin.

Kepala Bidang Aset Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Banyuasin.

Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Banyuasin.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu  Pintu
Kabupaten Banyuasin.

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
Banyuasin;

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Banyuasin.
Kepala Dinas Komunikasi
Informatika Kabupaten Banyuasin.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Banyuasin.
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Banyuasin.

Kepala Sub bag Perencanaan Program
dan Pelaporan pada Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Banyuasin.

dan

1.

berkoordinasi dengan Perangkat Daerah
terkait implementasi agenda Reformasi

Birokrasi pada bidang Aluntabilitas
perencanaan, keuangan dan pelayanan
publik;

menghadiri pembahasan perencanaan,
pelaksanaan dan  Penilaian Mandiri
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di
Kabupaten Banyuasin ;

melaksanakan tugas lain yang diberikan
oleh Penanggungjawab dan koordinator
dalam perencanaan, pelaksanaan dan
Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi (PMPRB) di Kabupaten
Banyuasin.

merencanakan, menyusun dan
melaksanakan rencana aksi perubahan
pada bidang pelayanan publik;

melaporkan secara berkala pencapaian
bidang pelayanan  publik kepada
Penanggung jawab dan koordinator;

merumuskan strategi percepatan
implementasi agenda Reformasi Birokrasi
pada bidang pelayanan publik;
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Kedudukan dalam Tim Jabatan Tugas
Pelaksana 22. Kepala Sub Bagian Peningkatan Kinerja
Bagian  Organisasi Setda  Kab. .
Banyuasin. 7. merencanakan, menyusun dan
23. Kepala Sub Bagian Tatalaksana dan melaksanakan rencana aksi perubahan
Pelayanan Publik. . .
bid Akuntabilitas d elayanan
24. Kepala Sub Bagian Kelembagaan. pada. \cang an pelsy
25. Camat Banyuasin I; publik;
26. Camat Banyuasin II; 8. melaporkan secara berkala pencapaian
27. Camat Banyuasin III; . .
’ bid layanan ublik kepada
28. Camat Betung; cang pe Y P . P
29, Camat Suak Tapeh; Penanggung jawab dan koordinator;
30. Camat Sembawa;
31. Camat Pulau Rimau; 0. merumuskan strategi percepatan
32. Camat Rantau Bayur implementasi agenda Reformasi Birokrasi
33. Camat Rambutan; : blik:
34 C t Talang Kelapa; pada bidang pelayanan publik;
35. Camat Tungkal Ilir;
36. Camat Tanjung Lago; 10. menghadiri pembahasan perencanaan,
37. Camat Muara Telang; lak d Penilai Mandiri
38. Camat Muara Padang; pelaksanaan  dan  Penilaian an
39. Camat Muara Sugihan; Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di
40. Camat Makarti Jaya; ..
41. Camat Air Salek; Kabupaten Banyuasin;
42. Camat Air Kumbang;
43. Camat Sumber Marga Telang;
44. Camat Karang Agung Ilir;
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Kedudukan dalam Tim

Jabatan

Tugas

45. Camat Selat Penuguan;

46. Kepala Bidang Insfrastruktur
Teknologi Informasi Komunikasi
Persandian dan Keamanan.

47.Kepala Bidang Pelayanan Pengaduan,
Pengembangan Sumber Daya Manusia,
Teknologi Informasi dan Pelaporan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Banyuasin;

48. Kepala Bidang Pengelolaan Arsip Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
Kabupaten Banyuasin.

49. Kepala Bidang Pengelolaan Layanan
dan Pelestarian Perpustakaan Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
Kabupaten Banyuasin.

50. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Banyuasin.

11.

12.

13.

mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan
peningkatan kualitas pelayanan publik
kepada Tim Pengarah;

berkoordinasi dengan Perangkat Daerah

terkait implementasi agenda Reformasi
Birokrasi pada bidang pelayanan publik;

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
Penanggung jawab dan koordinator dalam
perencanaan, pelaksanaan dan Penilaian
Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
(PMPRB) di Kabupaten Banyuasin.

S. Bidang Perundang-undangan

Penanggung Jawab

Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Setda Kabupaten Banyuasin

bertanggung jawab untuk mengoordinasikan
perencanaan pada bidang Perundang-
undangan dan melaporkan kepada Tim
Pengarah;

membantu tim pengarah dalam monitoring
dan evaluasi pelaksanaan perubahan pada
bidang Perundang-undangan.




-21-

Kedudukan dalam Tim

Jabatan

Tugas

menghadiri pembahasan perencanaan,
pelaksanaan dan Penilaian Mandiri Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi {PMPRB) di Kabupaten
Banyuasin;

. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Tim

Pengarah dalam perencanaan, pelaksanaan dan
Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi (PMPRB) di Kabupaten Banyuasin.

Koordinator

Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten
Banyuasin

mengoordinasikan perencanaan pada bidang
Perundang-undangan serta melaporkan kepada
Penanggung jawab;

. membantu penanggung jawab dalam monitoring

dan evaluasi pelaksanaan perubahan pada
bidang Perundang-undangan;

. menghadiri pembahasan perencanaan,

pelaksanaan dan Penilaian Mandiri Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Kabupaten
Banyuasin;

. mengoordinasikan dan memuverifikasi laporan

pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebelum
ditetapkan oleh Penanggung jawab;




-29.

Kedudukan dalam Tim

Jabatan

Tugas

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
Penanggung jawab dalam perencanaan,
pelaksanaan dan  Penilaian Mandiri
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di
Kabupaten Banyuasin.

Sekretaris

Kepala Sub bagian Produk Hukum Daerah
Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia
pada Sekretariat Daerah Kabupaten
Banyuasin

. membantu Koordinator dalam menjalankan

tugasnya dalam perencanaan, pelaksanaan
dan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi (PMPRB) di Kabupaten Banyuasin;

. menghimpun data pendukung capaian

Reformasi Birokrasi pada bidang Perundang-
undangan;

. memastikan perencanaan dan penganggaran

pada setiap tahun anggaran dalam mendukung
pelaksanaan perubahan bidang Perundang-
undangan,

. menghadiri pembahasan perencanaan,

pelaksanaan dan Penilaian Mandiri
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di
Kabupaten Banyuasin;

. memfasilitasi tugas kesekretariatan pada

perencanaan, penyusunan dan evaluasi
capaian Reformasi Birokrasi di Kabupaten
Banyuasin;




-23-

Kedudukan dalam Tim

Jabatan

Tugas

memfasilitasi penyusunan anggaran Kegiatan
Reformasi Birokrasi pada bidang Perundang-
undangan tingkat Kabupaten Banyuasin;
menghimpun laporan dari anggota tim bidang
perundang-undangan;

menyusun jadwal rapat rutin evaluasi pelaksanaan
Reformasi Birokrasi Perundang-undangan; dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua
dalam perencanaan, pelaksanaan dan Penilaian
Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)
di Kabupaten Banyuasin.

Pelaksana

. Kepala Sub bagian Tata Hukum

Bagian Hukum dan Hak Asasi
pada Sekretariat Daerah
Kabupaten Banyuasin

. Kepala Sub bagian Dokumentasi

dan Informasi Hukum Bagian
Hukum dan Hak Asasi Manusia
Sekretariat Daerah  Kabupaten

~ Banyuasin.

merencanakan, menyusun dan melaksanakan
rencana aksi perubahan pada bidang Perundang-
undangan;

melaporkan secara berkala capaian bidang
Perundang-undangan kepada Penanggung jawab
dan koordinator;

merumuskan strategi percepatan implementasi
agenda Reformasi Birokrasi pada bidang
Perundang-undangan;




SHE

Kedudukan dalam Tim

Jabatan

Tugas

Pelaksana

Kepala Bagian Perundang-
Undangan Sekretariat Dewan
Perwakilan  Rakyat  Daerah
Kabupaten Banyuasin.

Staf Bagian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Sekretariat
Daerah Kabupaten Banyuasin.

3. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait

implementasi agenda Reformasi Birokrasi pada
bidang Perundang-undangan,;
menghadiri pembahasan
pelaksanaan dan Penilaian Mandiri Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Kabupaten
Banyuasin; dan

perencanaan,

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
Penanggungjawab dan  koordinator  dalam
perencanaan, pelaksanaan dan Penilaian Mandiri
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di
Kabupaten Banyuasin.




